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ABSTRAK 
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Penelitian ini di lakukan di Kota Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perda no 9 tahun 

2011 tentang pemungutan retribusi minuman beralkohol diKabupaten Karimun 

oleh pemerintah kabupaten karimun serta untuk mengetahui kebijakan yang di 

laksanakan dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol di Kabupaten 

Karimun. Untuk mengetahui pelaksanaan perda no 9 tahun 2011 tentang 

pemungutan minuman beralkohol ada 4 (empat) indikator dan 14 (empat belas) 

sub indikator uang menjadi ukuran yaitu : (a) tata cara pemungutan (b) tata cara 

pembayaran (c) tata cara penagihan (d) sanski administratif. Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observaasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul 

di olah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan perda yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan susunan sajian 

data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. lalu memberikan 

interprestasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan 

saran. Hasil dari kesimpulan ini adalah, kurang baiknya didalam pemungutan 

retribusi karena masih ada hambatan di dalam pemungutan retribusi minuman 

beralkohol yang tidak sesuai dengan perda yang telah di tetapkan. Yang tidak 

sesuai dalam pemungutan retribusi minuman beralkohol tersebut adalah dalam 

pembayaran menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan pada nyatanya 

tidak ada dilakukan dilapangan saat pemungutan retribusi tersebut, karena 

pemungutan retribusi minuman beralkohol dipungut secara pertahun sehingga 

tidak menggunakan dokumen seperti itu namun menggunakan bukti pembayaran, 

masih ada perusahaan yang sering telat membayar retribusi tersebut, dan 

kurangnya sanksi yang tegas oleh pemerintah terhadap perusahaan yang telah 

telat membayar retribusi tersebut. 
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